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pen5rusunan rencana dan program kerja bidang
pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
penyiapan bahan penyusllnan kebijakan dan petunjuk
teknis bidang pembin aan , pengawasan dan penyuluhan
untuk penegakan Perd.a, perbup dan peraturan
perundang-undangan daerah lainnya;
penghimpunan dan pengkajian serta mempelajari
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
bidang tugasnya;

d. penyiapan bahan, data untuk menyusun pedoman dan
petunjuk kegiatan, pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan terhadap penegakan Perda, perbup dan
peraturan perundang-Lrn{angan daerah lainnya;

e. pelaksanaan mengikuti proses penyusLrnan peraturan
perundang-undangan serta pembinaan dan
penyebarluasan produk hukum daerah;

f. pelaksanaan ketatausahaan;
g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-
undangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Keempat

BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAI(AT

Pasal 18

Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d
mempunyai tugas membantu kepala satuan dalam
melaksanakan urLrsan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat serta sumber daya aparatur.

Pasal. 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18, Bidang I(etertiban Umum Dan Ketenteraman
Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
Sumber Daya Aparatur;

b. penyelenggaraan kegiatan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta Sumber Daya Aparatur;

c. pelaksanaan operasional dan pengendalian ketertiban
umum dan ketentraman rnasyarakat;

a.

b.

c.

U
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d. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk
rasa dan kerusuhan massa;

e. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset-aset daerah;
f. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan

keramaian daerah danlatau kegiatan yang berskala
massal;

g. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian
keamanan, ketertiban umum d.an' ketentraman masyarakat;

h. pelaksanaan pengamanan pejabat dan atau tamu resmi
daerah dan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat
serta acara resmi pemerintah daerah;

i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

j. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

k. pelaksanaan kerjasama teknis dengan pemerintah daerah
lain dalam penyelenggaraan ketertiban rJmum dan
ketentr aman masyarakat;

l. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring,
evaluasi dan pelaporan;

m. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang Sumber
Daya Aparatur;

n. pelaksanaan koordr,nasi bidang Sumber Daya Aparatur;
o. perumusan kebijakan peningkatan kapasitas, kualitas dan

kapabilitas sumber daya aparatur/ personil satpot pp;
p. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia satpol

PP melalui pendidikan/pelatihan dasar dan teknis
fungsional;

q. penyelenggaraan dalam rangka pengembangan
kemampuan dan keterampilan personil;

r. pelaksanaan kesamaptaan dan tata u.pacara pemerintah
daerah;

s. penyusunan analisa kebutuhan dan penyediaan sarana
dan prasarana teknis serta perlengkapan dan peralatan
tugas operasional;

t. pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan;
u. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
v. pelaporan pelaksanaan tugas; dan
w. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

u
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Paragraf I-

Seksi Operasional dan Pengendalian

Pasal 2O

Seksi Operasional dan Pengendalian sebagaimana
dimaksud dalarrr Pasal 3 ayat (1) huruf d angka L,

mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana, program,
dan koordinasi, men5rusun kebijakan dan petunjuk teknis,
melaksanakan ketertiban, pengamanan, dan penertiban di
bidang operasional dan pengendalian.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Operasional dan Pengendalian
menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan . rencana dan program
operasional dan pengendalian ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk
teknis bidang operasional dan pengendalian;

c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
operasional dan pengendalian ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;

d. pelaksanaan ketertiban dan penindakan pelanggaran
Perda, Perbup dan Keputusan Bupati;

e. penyusunan rencana operasional yang meliputi :

1. patroli ketentraman dan ketertiban umum terutama
diwilayah perkotaan, area perkantoran dan komplek
rumah dinas pemerintah Kabupaten Situbondo;

2. menertibkan pedagang dan pemasangan reklame
dan lain sejenisnya yang tidak memenuhi
ketentuan;

3. menertibkan gelandangan dan pengemis, pengamen,
protitusi dan lain-lain yang menggangu ketertiban,
ketentraman masyarakat;

4. melaksanakan tugas-tugas operasi lain sesuai hasil
koordinasi dengan dinas/instansi terkait.

f. penyusunan rencana pengamanan meliputi :

1. menjaga keamanan bupati, wakil bupati dan
sekretaris daerah;

2. menjaga keamanan rumah dinas bupati, wakil
bupati dan sekretaris daerah;

3. menjaga keamanan kantor/fasilitas lain milik
' Pemerintah Kabupaten sesuai hasil koordinasi.

g. pelaksanaan tugas operasional dan pengamanan;
h. penyiapan bahan pgmbinaan operasional dan

pengamanan;
i. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang

belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan
Peraturan perundang-undanghn yang berlakrr; 

u
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f. pelaksanaan kerjasama dalam rangka sosialisasi bagi
elemen masyarakat dalam rangka penyampaian
informasi tentang program pemerintah, peraturan
perundang-undangan daerah dan produk hukum
lainnya yang berlaku;

g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama
di bidang ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;

h. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk
teknis bidang manajemen dan pelaksanaan pelatihan
serta teknis fungsional;

i. perumusan pedoman, pelaksanaan dan jadwal latihan;
j. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan

pelatihan, serta bimbingan teknis personil Satpol PP;

k. pelaksanaan peningkatan kemampuan dan
keterampilan dasar anggota Satpol PP yang meliputi
pelatihan baris berbaris, kesamaptaan, beladiri,
pencarian dan penyelamatan;

l. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia
melalui pendidikan dan pelatihan pengamanan,
pengawalan, deteksi dini dan cegah dini, intelijen dan

n.

o.

p.

q.

PPNS;
pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia
melalui bimbingan teknis kemampuan dan
keterampilan anggota Satpol PP;

penyiapan bahan persyaratan peserta pendidikan dan
pelatihan teknis fungsional Satpol PP;.

pelaksanaan ketatau sahaan ;

pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang
Ketertiban Umurn Dan Ketenteraman Masyarakat; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman
Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

m.

Bagian Kelima :

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KEBAI(ARAN

Pasal 22

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas
membantu Kepala Sa[uan dalam melaksanakan urlrsan
perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat serta
penyelamatan kebakaran.

u
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BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 26

UPTD sebgaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f
merupakan unsur pelaksapra teknis operasional danlatau
teknis penunjang tertentu Dinas.
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
menyelenggarakan sub urLtsan ketenteraman dan
ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis

operasional danlatau teknis penunjang tertentu Dinas;
b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional

danlatau teknis penunjang tertentu Dinas.

Pasal 27

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian T\rgas dan
Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur
dengan Peraturan Btrpati tersendiri.

BAB VI

UNIT PELAKSANA SATPOL PP KECAMATAN

Pasal 28

Pada kecamatan dibentuk unit Pelaksana Satpol pp
Kecamatan yang pelaksanfrannya cliatur Peraturan Bupati
tersendiri.
Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) clipimpin oleh Kepala Satuan.
Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) secara
ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban di kecamatan.
Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) secara
teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan
secara teknis operasional bertanggung jawab kepada
Kepala Satpol PP.

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Pasal 29

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) mempunyai
tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam
rnelaksanakan tuga s dibidang Ketentraman dan Ketertiban
serta Perlindungan Masyarakat di wilayah Kecamatan

Pasal 3O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di
Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan' ketentraman dan
ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah
Kecamatan;

b. penyampaian dan pelaporan kegiatan kejadian insidentil
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta
perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;

c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perlindungan
masyarakat di wilayah Kecamatan; dan

d. pelaksanaan tindakan administratif clan berkoordinasi
dengan Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsionar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) hun,f g terdiri atas sejumlah tenaga
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang diangkat oleh Bupati . :

Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan
oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban keda
sesuai peraturan pei'undang-undangan yang berlaku.
Pembinaan terhadap tenaga fungsional dr,lakukan sesuai
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(1)

(2)

(3)

(41

CI
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BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas,

Sekretaris, Kepala Brdang, Kepala Sub Bagian, Kepala

Seksi dan Kelompok .Iabatan Fungsional serta Unit
Pelaksana Teknis Dinas wajitl menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi
lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
pokoknya masing-mhsing.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing,
mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan
tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahannya.
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wajib
disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX

PENGANGI(ATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 33

(1) Kepala Satuan diangkat dan .diberhentikan oleh Bupati atas
usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat sesuai denga.n Peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(21

(3)

(41

(s)
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(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala
Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas
melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-
und.angan yang berlaku.

Pasal 34

Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
Apabila Pejabat Struktural di lingkung€rn, Satpol PP

berhalangan clalam menjalankan tugasnya, maka Atasan
Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu
pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari
2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peratrrran Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 1' 5 NIV 2016
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Ditetapkan di SitUbondo
pqdffi=tssar 15N[\/2016
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